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KATA PENGANTAR 

 

Kerja Keras untuk Melayani merupakan Motto Dinas Kelautan dan Perikanan   

Provinsi Maluku dalam Mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur “Maluku yang 
Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan 

Berdaulat atas Gugusan Kepulauan “ dan  misi “ (1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, 
jujur, bersih dan melayani, (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah 

dan terjangkau, (3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, (4) Peningkatan 

infrastruktur dan konektivitas gugus pulau, (5) Meningkatkan suasana kondusif untuk 

investasi, budaya dan pariwisata serta (6) Mewujudkan sumber daya manusia yang 

profesional, kreatif , mandiri dan berprestasi.  

Sebagaimana diamanatkan dalam  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 maka Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi wajib menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Gubernur Maluku berdasarkan Perjanjian Kinerja 

yang telah disepakati.  

Pencapaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023 

diperhadapkan berbagai kendala ataupun permasalahan yang ditemui dan belum dapat 

terselesaikan. Terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua 

pihak dari kerjasama semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

monitoring dan evaluasi program/kegiatan hingga laporan ini dapat disusun dan 

diterbitkan. 

Akhir kata semoga Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) DKP dapat berperan 

sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk 

mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.  
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DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengisyaratkan bahwa 

Kepala OPD wajib Menyusun Laporan Kinerja Instansi Tahunan dan 

menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana keterbukaan 

informasi publik oleh instansi pemerintahan dalam mengkomunikasikan kinerja 

penyelenggaraan pembangunan, sekaligus alat penilaian dan pendorong demi 

terwujudnya pemerintahan yang bersih yang bertujuan untuk : 

 Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program kegiatan 

dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi. 

 Pengambilan keputusan ke arah perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan-peratruran yang berlaku. 

 Perbaikan dalam perencanaan, demi terwujudnya visi dan misi dari 

organisasi. 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah wujud akuntabilitas capaian 

kinerja penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan provinsi Maluku 

sepanjang tahun 2023, berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati oleh 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Maluku. 
 

2. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI KELAUTAN PERIKANAN 

Provinsi Maluku adalah wilayah Kepulauan dengan luas wilayah 

712.479,65 km², terdiri dari 92,4 % luas perairan (658.294,69 km²) dan 6,5 % luas 

daratan (54.185 km²) dengan luas wilayah pengelolaan 0-12 mil adalah 

155.278,25 km2. Pembagian wilayah Maluku secara administratif terdiri dari 9 

(sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota yang masing-masing memiliki 
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karakteristik dan potensi perikanan yang berbeda. Letak Geografis Maluku yag 

berada pusat sabuk segitiga emas terumbu karang dunia menjadikan Provinsi 

Maluku kaya akan sumberdaya ikan. Provinsi Maluku memiliki 1.340 pulau yang 

terdiri atas 1.336 Pulau Kecil dan 4 Pulau Besar dengan Panjang garis pantai 

10.630,1 km atau 13 % dari total panjang garis pantai Indonesia. Sesuai dengan 

Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau 

Kecil Terluar, Provinsi Maluku memiliki 19 pulau terluar yang tersebar di 4 

Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 8 pulau, Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat sebanyak 4 pulau, Kabupaten Maluku Barat Daya 

sebanyak 6 pulau, dan 1 pulau di Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan 

survei Toponimi tahun 2008, ada 554 pulau yang sudah bernama sedangkan 786 

pulau yang belum bernama, 162 pulau diantaranya berpenduduk sedangkan 

1.178 pulau tidak berpenduduk. 

 

Tabel 1.1 Pulau – Pulau Kecil Terluar di Provinsi Maluku 

NO. Kabupaten Pulau – Pulau Kecil Terluar Jumlah 

1 Maluku Tenggara 1. Pulau Kei Besar 1 

2 Kepulauan Aru 

1. Pulau Ararkula 

2. Pulau Karaweira 

3. Pulau Penambulai 
4. Pulau Kultubai Utara 

5. Pulau Kultubai Selatan 

6. Pulau Karang 

7. Pulau Enu 

8. Pulau Batugoyang 

8 

3 Kepulauan Tanimbar 

1. Pulau Larat 
2. Pulau Asutubun 

3. Pulau Selaru 

4. Pulau Batarkusu 

4 

4 Maluku Barat Daya 

1. Pulau Masela 

2. Pulau Meatimiarang 

3. Pulau Leti 
4. Pulau Kisar 
5. Pulau Wetar 
6. Pulau Liran 

6 

Total 19 

Sumber : DKP, 2024 

 

Upaya untuk membangun dinamika pembangunan pada sektor kelautan 

dan perikanan Maluku didukung dengan peluang pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya yang terdistribusi pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
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Republik Indonesia (WPP-NRI) yang masuk dalam wilayah pembangunan 

Provinsi Maluku, masing-masing WPP-NRI 714 – Perairan Teluk Tolo dan Laut 

Banda, WPP-NRI 715 – Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut halmahera, 

Laut Seram dan Teluk Berau dan WPP-NRI 718 – Laut Aru, Laut Arafura dan laut 

Timor bagian Timur yang secara keseluruhan pada ketiga WPP tersebut 

menyumbang 4.386.836 ton. Dengan Jumlah Tangkapan yang dibolehkan (JTB) 

sebesar 3.287.179 ton, ketiga WPP memberikan kontribusi sebesar 36,52% bagi 

potensi Sumber Daya Ikan Nasional (KepMen KP Nomor 19 Tahun 2022). 

 

Tabel 1.2 Potensi Sumberdaya Ikan 3 WPP NRI 714, 715 dan 718 

NO Jenis Ikan 
Potensi Sumberdaya Ikan (Ton) 

WPPNRI - 714 WPPNRI - 715 WPPNRI - 718 

1 Ikan Pelagis Kecil 222.881 443.944 836.973 

2 Ikan Pelagis Besar 370.653 74.908 818.870 

3 Ikan Demersal 292.000 80.226 876.722 

4 Ikan Karang 121.326 105.336 29.485 

5 Udang Paneid 6.472 5.295 62.842 

6 Lobster 724 1.217 1.187 

7 Kepiting 1.758 336 1.498 

8 Rajungan 4.705 157 775 

9 Cumi-Cumi 13.460 3.874 9.212 

Total 1.033.979 715.293 2.637.564 

 

Selain potensi perikanan tangkap, perairan Provinsi Maluku dan 

sekitarnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk pengembangan 

perikanan budidaya, sesuai dengan lingkungan strategis dan potensi sumber 

daya lahan yang tersedia. Lahan budidaya laut yang tersedia mencapai 495.300 

Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 5 %. Potensi budidaya air payau 

seluas 191.450 Ha dengan tingkat pemanfaatan 3,5 % untuk budidaya udang dan 

bandeng. Luas lahan untuk budidaya air tawar mencapai 11.700 Ha dengan 

pemanfaatan masih dibawah 2 %. 

Ekosistem khas pesisir di Provinsi Maluku terdiri dari mangrove, lamun 

dan terumbu karang. Luas ekosistem mangrove mencapai 53.029,83 Ha, 

Ekosistem Lamun 9.374,72 Ha, dan ekosistem Terumbu Karang seluas 

26.729,76 Ha. Untuk mengelola potensi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di atas, 

Provinsi Maluku memiliki konsep Pembangunan Berbasis Gugus Pulau dimana 

berdasarkan PERDA Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 
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Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, Keseluruhan Pulau tersebut dibagi 

dalam 12 Gugus Pulau, yaitu: 

1. Gugus Pulau I (Pulau Buru) 

2. Gugus Pulau II (Seram Barat) 

3. Gugus Pulau III (Seram Utara) 

4. Gugus Pulau IV (Seram Timur) 

5. Gugus Pulau V (Seram Selatan) 

6. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) 

7. Gugus Pulau VII (Pulau Ambon dan Pulau - Pulau Lease) 

8. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) 

9. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) 

10. Gugus Pulau X (Kepulauan Tanimbar) 

11. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) 

12. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan) 

 

3. SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku merupakan salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku yang telah 

menerapkan konsep perencanaan pembangunan berbasis Gugus Pulau dengan 

ditetapkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang 

kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari 12 Cabang 

dinas berbasis Gugus Pulau. 

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang 

kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Maluku merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang 

Kelautan dan Perikanan yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi. Dalam 

menyelenggarakan tugas tersebut DKP Provinsi Maluku menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan; 

4. Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; 
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5. Pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas; 

6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan 

fungsinya. 

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

yang terdiri atas : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri atas : 

a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; 

c) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan. 

3. Bidang Pengelolaan Ruang laut; 

4. Bidang Perikanan Tangkap; 

5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 

6. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 

7. Cabang Dinas; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Cabang Dinas Gugus Pulau diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku 

Nomor 63 Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanan Sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kelautan dan 

perikanan, dengan fungsi sebagai berikut : 

1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup 

bidang tugas dan wilayah kerjanya; 

2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayahnya; 

3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup dan bidang 

tugas dan wilayah kerjanya; 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanan oleh Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Cabang Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, terdiri dari : 

1. Cabang Dinas Gugus Pulau I ( Buru dan Buru Selatan ) Kelas A di Masarete; 

2. Cabang Dinas Gugus Pulau II ( Seram Bagian Barat ) Kelas A di Piru; 

3. Cabang Dinas Gugus Pulau III ( Seram Utara ) Kelas B di Wahai; 

4. Cabang Dinas Gugus Pulau IV ( Seram Bagian Timur ) Kelas A di Bula; 

5. Cabang Dinas Gugus Pulau V ( Seram Bagian Selatan ) Kelas A di Amahai; 

6. Cabang Dinas Gugus Pulau VI ( Kepulauan Banda ) Kelas A di Banda; 

7. Cabang Dinas Gugus Pulau VII ( Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ) 

Kelas A di Waai; 

8. Cabang Dinas Gugus Pulau VIII ( Kepulauan Kei ) Kelas A di Tual; 

9. Cabang Dinas Gugus Pulau IX ( Kepulauan Aru ) Kelas A di Dobo; 

10. Cabang Dinas Gugus Pulau X ( Kepulauan Tanimbar ) Kelas A di Saumlaki; 

11. Cabang Dinas Gugus Pulau XI ( Pulau-Pulau Babar ) Kelas A di Tepa; 

12. Cabang Dinas Gugus Pulau XII ( Pulau-Pulau Terselatan ) Kelas A di Letti. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur dengan Peraturan 

Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2018, yang mempunyai fungsi melaksanakan 

kegiatan teknis operasional/kegiatan penunjang tertentu di bidang kepelabuhan 

perikanan, budidaya laut dan benih ikan pantai, terdiri dari : 

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda; 

2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo; 

3. Balai Budidaya Laut (BBL) Tual; 

4. Balai Budidaya Laut (BBL) Dobo; 
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5. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 . Struktur Organisasi Dinas 

 

4. JUMLAH PEGAWAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Maluku di dukung dengan 281 Aparatur Sipil Negara (ASN) 

terdiri dari 180 orang PNS dan 70 PPPK yang tersebar pada Kantor Dinas, 12 

Cabang Dinas dan 5 UPTD dengan rincian jumlah pegawai adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

No Unit Kerja 

Jumlah 

Jumlah 

PNS PPPK 

1 Dinas 63 8 71 

2 UPTD PPP Banda 4 5 9 

3 UPTD PPP Dobo 11 3 14 

4 UPTD BBL Tual 10 3 13 
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5 UPTD BBL Dobo 6 2 8 

6 UPTD BBIP Masika Jaya 9 4 13 

7 Cabang Dinas GP I 7 4 11 

8 Cabang Dinas GP II 7 3 10 

9 Cabang Dinas GP III 4 5 9 

10 Cabang Dinas GP IV 7 3 10 

11 Cabang Dinas GP V 7 4 11 

12 Cabang Dinas GP VI 4 3 7 

13 Cabang Dinas GP VII 13 5 18 

14 Cabang Dinas GP VIII 8 5 13 

15 Cabang Dinas GP IX 4 5 9 

16 Cabang Dinas GP X 6 2 8 

17 Cabang Dinas GP XI 5 3 8 

18 Cabang Dinas GP XII 5 3 8 

TOTAL 180 70 250 

 

 

5. ISU – ISU STRATEGIS 

Isu-isu strategis berdasarkan identifikasi masalah implementasi 

Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku sesuai Tugas dan 

Fungsi DKP Provinsi Maluku. Beberapa isu strategis yang teridentifikasi dan 

terumuskan sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut; 

2. Rendahnya kapasitas pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, 

pengolah dan pemasar) dan Pokmaswas; 

3. Terbatasnya sarana dan prasarana Perikanan Budidaya, Tangkap, 

Pengolahan, Pengelolaan Ruang Laut, dan Pengawasan SDKP; 

4. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan 

dalam mendukung produktvitas sektor kelautan dan perikanan; 

5. Belum optimalnya pengaturan dan penerapan regulasi kelautan dan 

perikanan; 

6. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut; 

7. Kurangnya kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah dalam 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

8. Rendahnya pemahaman budaya maritim; 

9. Lemahnya implementasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya kelautan 

dan perikanan; 

10. Belum optimalnya sistem database kelautan dan perikanan. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-
2024 

Dalam upaya mencapai kondisi yang ideal sebagaimana termuat pada 

RPJMD Provinsi Maluku, maka tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan 

perikanan Provinsi Maluku dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. 

Dokumen ini menjadi instrumen utama dalam mengarahkan Pembangunan 

kelautan dan Perikanan secara khusus dan mendukung pembangunan Maluku 

secara umum. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 

19 ayat (2), bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya 

secara efisien, efektif , berkeadilan dan berkelanjutan. 

Dokumen Renstra Dinas merupakan dokumen perencanaan jangka 

menengah 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program 

dan kegiatan serta penganggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari 

Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku (Renstra DKP) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra DKP 

berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam rangka merumuskan kebijakan, 

menetapkan program dan kegiatan, juga sebagai bahan monitoring dan evaluasi 

atas penyelenggaraan program/kegiatan dimaksud. Renstra ini diharmonisasikan 

dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan disinkronisasikan 

dengan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Terkait dengan itu, semangat 

melaksanakan Renstra DKP ini mengikuti Moto DKP yakni: KERJA KERAS 

UNTUK MELAYANI, dan Maklumat DKP adalah: SIAP MENSEJAHTERAKAN 

PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Maluku diarahkan untuk 

menjawab kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada visi, misi dan 

program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. 
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Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 

2019-2024. 

Visi Pembangunan Provinsi Maluku merupakan wujud nyata dari Visi 

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 yaitu: 

 

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin 
Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ” 

 

Pencapaian Visi tersebut dielaborasi dan diharapkan dapat dijawab 

melalui Misi Pembangunan Daerah Maluku periode 2019-2024, yang telah 

ditetapkan yaitu: 

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau; 

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; 

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan 

berprestasi. 

Pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Maluku diarahkan untuk 

menjawab kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada visi, misi dan program 

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Telaah terhadap visi tersebut menunjukkan 

bahwa dalam tiga pokok Visi. 

 

2.2. TUJUAN DAN SASARAN 

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan 

sasaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai 

gambaran tentang kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu 

Perangkat Daerah membantu Gubernur dalam mencapai visi dan misi bidang 

kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di 

Provinsi Maluku sebanyak delapan rumusan. Jumlah sasaran strategis yang 

terkelompokkan pada setiap tujuan sebanyak 15 (lima belas) rumusan yang 

diukur dengan sebagaimana tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan  
di Provinsi Maluku 

No Tujuan Sasaran 

1. Menurunkan kemiskinan 
pelaku utama KP 

1. Meninngkatnya kesejahteraan pelaku utama KP 

2. Mengoptimalkan 
penatakelolaan ruang laut, 
pesisir dan pulau-pulau kecil 

1. Tercapaianya pengelolaan dan pemanfaatan 
lingkungan dan sumber daya berkelanjutan 

2. Tersedianya data dan infomasi stok ikan 

3. Tercapainya kepatuhan pelaku usaha KP terhadap 
peraturan  perundang-undangan 

3. Meningkatkan kapasitas SDM 
KP 

1. Meningkatnya kapasitas pelaku utama kelautan 
dan perikanan 

2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur KP 

4. Meningkatkan daya saing 
produk perikanan 

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk 
KP 

2. Meningkatnya konsumsi ikan 

5. Meningkatkan kapasitas 
infrastruktur KP 

1. Meningkatnya pelayanan perikanan tangkap 

2. Meningkatnya pelayanan perikanan budidaya 

6. Mengoptimalkan sistem 
database KP 

1. Optimalisasi sisitem database KP 

7. Meningkatkan koordinasi 
kelembagaan dan akses 
penganggaran pembangunan 
KP 

1. Meningkatnya integrasi kelembagaan pengelolaan 
KP 

2. Optimalnya pembiayaan pembangunan KP 

8. Mengoptimalkan penerapan 
regulasi KP 

1. Tersedianya regulasi KP di daerah 

2. Tercapainya pengawasan dan pengendalian 
pembangunan KP 

 

 

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kelautan dan 

Perikanan di Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku 
Utama Kelautan dan Perikanan 

1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
2) Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 

2. 
Tercapainya Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Lingkungan dan 
Bersumberdaya Berkelanjutan 

Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan 
PP Kecil yang dikelola 

3. 
Tercapainya Kepatuhan Pelaku Usaha 
Kelautan dan Perikanan terhadap 
Perundang-Undangan 

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan 
Perikanan terhadap Perundang-Undangan 
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4. Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah 
Produk Kelautan dan Perikanan 

1) PAD Sektor Kelautan dan Perikanan  
2) Produksi Perikanan Tangkap  
3) Produksi Perikanan Budidaya 

5. Meningkatnya Konsumsi Ikan Angka Konsumsi Ikan 

 

2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Maluku berisikan program/kegiatan tahunan dan anggaran pelaksanaan 

program/kegiatan tersebut, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai sebagaimana Visi dan Misi pada Renstra Dinas Tahun 2019-

2024. Untuk Tahun 2023 rencana kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku ditetapkan capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator 

kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023. 

Pada Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

melaksanakan 5 Program dan 57 Sub Kegiatan yang diselenggarakan baik Oleh 

Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas KP Gugus Pulau.  

 

2.5. PERJANJIAN KINERJA (PK) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pada tiap tingkatan 

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur yang diwujudkan melalui capaian 

indikator dari setiap sasaran. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 
Tahun 2023 

SASARAN STRATEGIS 1 

“Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan” 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2023 

1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
2) Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Poin 

103 

99 

SASARAN STRATEGIS 2 

“Tercapainya Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bersumberdaya Berkelanjutan” 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2023 

Luas Kawasan Konservasi Perairan 
Pesisir dan PP Kecil yang di Kelola 

Ha 1.933.055 
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SASARAN STRATEGIS 3 

“Tercapainya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan “ 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2023 

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan terhadap Perundang-
Undangan 

% 70% 

SASARAN STRATEGIS 4 

“Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan“ 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2023 

4) PAD Sektor Kelautan dan Perikanan  
5) Produksi Perikanan Tangkap  
6) Produksi Perikanan Budidaya 

Rp 

 

Ton 

Ton 

6.562.500.000 

 

531.149 

351.439 

SASARAN STRATEGIS 5 

“Meningkatnya Konsumsi Ikan” 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2023 

Angka Konsumsi Ikan  Kg/Kapita/Tahun 74 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

Pencapaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan program/kegiatan sepanjang tahun 2021 sesuai dengan target sasaran  

strategis dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Dinas Kelautan dan Perikanan 2019-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi 

Pembangunan Provinsi Maluku dengan mengoptimalkan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.  

Laporan Kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Penyajian Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dibuat 

sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 

Tahun 2014 tentang Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .  

Untuk mempermudah interprestasi dari pencapaian sasaran dan indikator kinerja 

digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1. Interprestasi dari Pencapaian Sasaran dan Indikator KInerja 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS) 

2 76 % - 100 % Baik (B) 

3 56 % - 75 % Cukup (C) 

4 Kurang dari 55 % Kurang (K) 

 

Pada tahun 2023 sesuai dengan target kinerja pada Perjanjian Kinerja terdapat  5 

Indikator Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capain 

kelima Indikator Sasaran Strategis (SS) lebih dari 100% berkategori baik sekali. 

Untuk kategori Indikator Kinerja Utama dari 8 IKU, 75% (6 indikator) berkategori 
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Baik Sekali, 12,5 % (1 indikator) berkategori baik dan 12,5% menunjukan kategori 

cukup.  

Dari rata-rata capaian indikator Sasaran Stratgeis (SS) dapat dijelaskan bahwa 

capaian kinerja sasaran yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Maluku sebesar 110,45% dengan kategori Baik Sekali. Implementasi dari capaian 

Kinerja Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Maluku Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Pengukuran Capain Kinerja dari Sasaran Strategis dan IKU 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

% 

Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Pelaku Utama 

Kelautan dan 

Perikanan 

Nilai Tukar Nelayan 

(NTN) 
103 114,74 111,40 

Nilai Tukar 

Pembudidaya (NTPi) 
99 110,53 111,65 

Rata-rata Capaian SS1 111,52 

Tercapainya 

Pengelolaan Dan 

Pemanfaatan 

Lingkungan dan 

Sumberdaya 

Berkelanjutan 

Luas Kawasan 

Konservasi Perairan 

Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang 

Dikelola (Ha) 

1.933.055 2.053.582,18 106,24 

Rata-rata Capaian SS2 106,24 

Tercapainya 

Kepatuhan Pelaku 

Usaha Kelautan 

dan Perikanan 

Terhadap 

Perundang-

Undangan 

Tingkat Kepatuhan 

Pelaku Usaha Kelautan 

dan Perikanan 

Terhadap Perundang-

Undangan (%) 

                         70 88,21 126,01 

Rata-rata Capaian SS 3 126,01 

Meningkatnya 

Produksi dan Nilai 

Tambah Produk 

Kelautan dan 

Perikanan 

 

PAD Sektor Kelautan 

dan Perikanan (Rp) 

Rp.6.562.500.000 Rp.8.856.447.530 134,96 
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 Produksi Perikanan 

Tangkap (Ton) 

531.149 513.048,07 96,59 

 Produksi Perikanan 

Budidaya (Ton) 

351.439 251.727,62 71,6 

Rata-rata Capaian SS 4 101,05 

Meningkatnya 

Konsumsi Ikan 

 

Angka Konsumsi Ikan 

(Kg/Kapita/Tahun) 

74 79,49 107,42 

Rata-rata Capaian SS 5 107,42 

Rata-Rata Capaian SS  110,45 

 

Uraian capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis dan indikator-indikator 

kinerja dijabarkan sebagai berikut : 

 

SASARAN STRATEGIS 1 : “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PELAKU 

UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN (SS1)” 

 

Sasaran Strategi 1 (SS1) terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja 

mencapai  111,52 % atau berkategori baik sekali (Tabel.3.3). Pengukuran tiap-tiap 

indikator dari Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut : 

1. Nilai Tukar Nelayan diukur dari indeks yang diterima nelayan dibagi dengan 

indeks yang dibayar nelayan di kali 100. 

2. Nilai Tukar Pembudidaya diukur dari indeks yang diterima pembudidaya dibagi 

indeks yang dibayar di kali 100. 

 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) diperoleh 

berdasarkan data dari BPS Provinsi Maluku. 
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Tabel 3.3. Capaian Kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kesejahteraaan Pelaku Utama Kelautan 

dan Perikanan Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2022 

TARGET   

TAHUN 2023       

REALISASI 

TAHUN 2023 

CAPAIAN  

% 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 115,08 103 114,74 111,40 

2 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 109,48 90 110,53 111,65 

Rata-rata Capaian  111,52 

 

Penjelasan indikator kinerja utama dari Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Nilai 

Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” tahun 2023 dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 

 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

Nilai tukar nelayan adalah adalah rasio antara indeks harga yang 

diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). NTN 

digunakan untuk mengukur kemampuan/daya beli nelayan dan dapat 

menunjukkan daya tukar produk perikanan dengan barang dan jasa yang di 

konsumsi maupun untuk biaya produksi.   

 

Tabel 3.4. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Nelayan Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET   REALISASI CAPAIAN (%) 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 108,35 115,08 11,40 

 

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Nilai Tukar Nelayan  antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

1 Nilai Tukar Nelayan 

(NTN) 

107,17 105,3 115,08 106,21 114,74 111,40 

 

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi   

Indikator Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 Realisasi 2022 Realisasi 2023 TARGET 2024 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107, 17 115,08 114,74 103,31 

 

Capaian kinerja indikator utama nilai tukar nelayan (NTN) Provinsi Maluku pada 

Tahun 2023 sebesar 114,74 atau 111,40 % dan melebihi target yang ditetapkan 

sebesar 103,00. Di banding dengan tahun 2022, Nilai Tukar Nelayan mengalami 

penurunan 0,29. Namun pencapaian indikator nilai tukar nelayan melebihi target 

yang ditetapkan dalam akhir tahun pelaksanaan Renstra 2019-2024.  
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Berdasarkan standar kesejahteraan nelayan yaitu di atas 100,00 maka capaian 

NTN Provinsi Maluku telah memenuhi kriteria tersebut.  Semakin tinggi NTN, 

mengindikasikan semakin kuatnya tingkat kemampuan/daya beli nelayan. 

 

 

 

Grafik 3.1. Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2023 

 

Dari grafik diatas, kenaikan nilai tukar nelayan tertinggi terjadi pada periode 

triwulan I (Jan – Mar) dan terendah pada triwulan II (Okt-Des). Salah satu aspek 

yang mempengaruhi nilai tukar nelayan adalah alokasi jumlah bantuan sarana 

prasarana penangkapan ikan yang diberikan bagi nelayan selain tingkat inflasi.  

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam mendukung 

pencapaian Nilai Tukar Nelayan dilaksanakan dengan intervensi program 

perikanan tangkap dengan kegaiatan-kegiatan berupa :  

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan 15 GT 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan 1,5 GT 

 Pengadaan Sarana Penunjang Penangkapan Ikan berupa Rumpon, Sero Darat, 

Bagan, Mesin Ketinting, Jaring Gill Net. 

 Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak bagi Nelayan di Kota Ambon dan Kota 

Tual 

 

 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 

Nilai tukar pembudidaya (NTPi) adalah salah satu indikator kinerja yang 

digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan kebutuhan 

115,62

116,82

113,39
112,91

115,34

116,11

115,22

113,29

116,29

115,51

114,03

112,39

114,74
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sehari-hari dan biaya usaha budidayanya. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) 

merupakan angka indeks antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya 

ikan (lt) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai 

tukar lebih besar dari 100 berarati pembudidaya mengalami surplus kenaikan 

harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama 

dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi 

sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 

berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil 

daripada kenaikan harga konsumsi. 

 

Tabel 3.7. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Pembudidaya  

Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA Target             Realisasi 
Capaian 

% 

1 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 99 110,53 111,65 

 

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Pembudidaya 

antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

1 Nilai Tukar 

Pembudidaya (NTPi) 

93,05 91,67 109,48 107,33 110,53 111,65 

 

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Pembudidaya 

Tahun 2021 s/d 2023 serta  

Target Tahun Akhir periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 Realisasi 2022 
Realisasi 2023 TARGET   

TAHUN 2024         

1 Nilai Tukar Pembudidaya 

(NTPi) 

93,05 109,48 110,53 100,50 

 

Rata-rata capaian NTPi pada bulan Januari s.d Desember 2023 adalah sebesar 

110,53 atau mencapai 111,65 % dari target yang ditetapkan sebesar. 99. Di banding 

tahun 2022 meningkat 1,05 poin di tahun 2023.  
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Grafik 3.2. Nilai Tukar Pembudidaya Provinsi Maluku Tahun 2023 

 

Dilihat dari grafik diatas, Nilai Tukar Pembudidaya mengalami peningkatan pada pada 

periode Triwulan II (Apr – Jun) namun mengalami penurunan pada periode triwulan IV 

(Okt – Des). Yang dapat dilakukan untuk menjaga indeks NTPi adalah menjaga produktivitas 

pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau 

bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan 

pakan merupakan komponen yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi pemerintah. 

Kebijakan terkait bibit/benih dan pakan dapat dilakukan guna menjaga keberlangsungan 

usaha pembudidaya. Selain itu, sistem pendistribusian hasil produksi baik benih maupun ikan 

konsumsi juga perlu diperhatikan. Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Nilai Tukar 

Pembudidaya (NTPi) dilaksanakan dengan intervensi program pengembangan 

budidaya perikanan dengan kegaiatan-kegiatan berupa : 
 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut 

 Pengadaan Bibit Rumput Laut 

 Pengadaan Pakan Ikan. 

 Pengadaan Benih Ikan 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan KJ HDPE 

 Pengadaan sarana penunjang pembudidayaan ikan berupa Geomembran 

HDPE, jaring KJA HDPE 

 

SASARAN STRATEGIS 2 : “TERCAPAINYA PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA BERKELANJUTAN (SS2)” 

 

Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi, dikelola dengan 

sistem zonasi untuk mewujudkan sumberdaya ikan dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Luasan kawasan koservasi perairan pada periode waktu tertentu 

110,6
113,19

115,56116,84116,17
113

108,73108,52
110,66

105,63105,59
101,89

110,53

90

95

100

105

110

115

120



21 

 

 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU 

dinyatakan dalam hektar. Sesuai target IKU di Tahun 2023 yaitu seluas 1.933.055 Ha, 

maka capaian luasan Kawasan Konservasi Daerah Provinsi Maluku sampai tahun ini 

adalah seluas  2.053.582,18 Ha atau (106,23%). Secara keseluruhan total luasan 

kawasan konservasi yang yang telah dicadangkan dan ditetapkan seluas 4.426.522,40 

atau (46,39%) persentase luas kawasan konservasi yang telah dikelola sampai 

dengan 2023.  

Kawasan konservasi perairan memiliki manfaat untuk memantau sumber daya 

kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, 

keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan serta meningkatkan ketahanan 

masyarakat pesisir terhadap bencana. 

 

Tabel 3.10. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET   REALISASI CAPAIAN % 

1 Luas Kawasan Konservasi 

Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Dikelola 

1.933.055 2.053.582.,8 106,24 

 

 

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola 

antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 
Real. Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

1 Luas Kawasan 

Konservasi Perairan 

Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang 

Dikelola 

  2.053.815,96 153,41 2.053.582.,18 106,24 

 

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi   

Indikator Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola 

Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 Realisasi 2022 Realisasi 2023 TARGET 2024 

1 Luas Kawasan Konservasi 

Perairan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang Dikelola 

 2.053.815,96     2.053.582,18 2.283.055,09 
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Sepanjang tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan 

kinerjanya untuk mencapai target luasan kawasan konservasi perairan dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 

2. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 

3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

4. Pemberian Pendampingan Kemudahaan Akses Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Infoormasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

5. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunann Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

6. Penguaran dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. 

 

SASARAN STRATEGIS 3 : “TERCAPAINYA KEPATUHAN PELAKU USAHA 

KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN (SS3)” 

 

Sasaran Strategi 3 (SS3) dengan indikator Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan 

dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan sebesar mencapai  106,24 % atau 

berkategori baik sekali (Tabel.3.3). Kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum atau 

aturan yang berlaku merupakan indikator berfungsinya hukum atau aturan yang 

bersangkutan, dan pelaku usaha berperan terhadap pembentukan, penerapan serta 

analisisnya.  

 

Tabel 3.12. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan 

dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET   REALISASI CAPAIAN % 

1 Tingkat Kepatuhan Pelaku 

Usaha Kelautan dan 

Perikanan Terhadap 

Perundang-Undangan 

70 88,21 126,01 
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Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan 

antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 
Real. Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

1 Tingkat Kepatuhan 

Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan 

Terhadap 

Perundang-

Undangan 

97,35 162,15 27,27 45,45 88,21 126,01 

 

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi   

Indikator Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan 

Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 Realisasi 2022 Realisasi 2023 TARGET 2024 

1 Tingkat Kepatuhan Pelaku 

Usaha Kelautan dan 

Perikanan Terhadap 

Perundang-Undangan 

97,35 27,27 88,21 80 

 

Dibanding tahun 2022, tingkat kepatuhan pelaku usaha mengalami peningkatan 

kembali di tahun 2023. Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan 

Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pelaksanaan program/kegiatan guna 

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di provinsi Maluku, 

sebagai berikut : 

1. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas 

(POKMASWAS); 

2. Pengawasan pemanfaata ruang laut sampai dengan 12 Mil 

3. Pengawasan usaha perikanan tangkan sampai dengan 12 mil 

4. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai 

dengan 12 mil 

5. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 
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SASARAN STRATEGIS 4 : “MENINGKATNYA PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH 

PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (SS4)” 

 

Sasaran Strategi 4 (SS4) terdiri dari 3 indikator dengan capaian kinerja sebesar 101,05 

% atau berkategori baik sekali.  

 

Tabel 3.15. Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah 

Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2022 

TARGET   

TAHUN 2023       

REALISASI 

TAHUN 2023 

CAPAIAN  

% 

1 PAD Sektor Kelautan dan 

Perikanan 

7.151.969.83 6.562.500 8.856.447,53,- 134,96 

2 Volume Produksi Perikanan 

Tangkap 

518.886 531.149 513.048,07 96,59 

3 Volume Produksi Perikanan 

Budidaya 

278.173,06 351.439 239.193,28 68,06 

Rata-rata Capaian  101,05 

 

 

PAD Sektor Kelautan dan Perikanan 

Sasaran Strategis 4 dengan IKU “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan 

Perikanan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Capaian kinerja indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan 

tahun 2023 sebesar Rp. 8.856.447.530,- (134,96,18%) atau melampai dari target yang 

ditetapkan sebesar Rp. 6.562.500.000,-.                                                                                                

 

Tabel 3.16. Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Nilai Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET   REALISASI CAPAIAN % 

1. Nilai Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Perikanan (Rp.000,-) 

6.562.500 8.856.447,53,- 134,96 

 

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Pendapatan Asli 

Daerah Sektor Perikanan antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 
Real. Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 
Cap. Kinerja 

1. Nilai 

Pendapatan 

Asli Daerah 

7.928.293 134,38 7.151.969.83 170,18 8.856.4

47,53,- 

134,96 
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Sektor 

Perikanan (Rp. 

000,-) 

 

 

 

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Pendapatan Asli 

Daerah Sektor Perikanan Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 
Realisasi  

2022 

Realisasi 2023 TARGET 2024 

1. Nilai Pendapatan Asli 

Daerah Sektor Perikanan 

(Rp. 000,-) 

5.339.215 7.151.969.83 8.856.447,53,- 6.890.625,- 

 

Dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan asli daerah Tahun 2023 

meningkat 23,83% dari realisasi tahun 2022. Pendapatan terbesar dari 

Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan sebesar 53,80% 

dan terendah pada hasil penjualan jaringan sebesar 0,01%. 

PAD Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sepanjang tahun 2023 

seperti pada tabel berikut : 

 
 

Tabel 3.19. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

NO URAIRAN PENDAPATAN (Rp) 

1 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha 

Penangkapan Ikan 

4.764.339.000,- 

2 Hasil Penjualan Jaringan 880.000,- 

3 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha 

Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 

30.731.000,- 

4 Retribusi Layanan Kepelabuhanan 4.048.497.530,- 

5 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan  12.000.000,- 

Total 8.856.447.530 
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Produksi Perikanan Tangkap 

Capaian Sasaran Strategis 4 dengan indikator Produksi Perikanan Tangkap pada 

Tahun 2023 mencapai 96,59% dari target yang ditetapkan atau sebesar 513.048,07 

Ton. Dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian indikator kinerja produksi perikanan 

tangkap mengalami penurunan sebesar 2,28%. Produksi perikanan tangkap 

didominasi oleh jenis ikan layang, tuna, tongkol dan cakalang.  

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan faktor terpenting adala hasil 

tangkapan ikan/produksi ikan. Produksi ikan yang rendah menyebabkan nelayan 

kekurangan pendapatan dan harus mencari cara lain untuk menambah pendapatakan. 

Penurunan produksi perikanan biasaya terjadi karena pengaruh iklim, seperti 

gelombang yang tinggi, pengaruh musim yaitu pengaruh angin yang membawa curah 

hujan dan cuaca ekstrim sehingga nelayan enggan untuk melaut. Hasil tangkapan ikan 

akan mulai stabil apabila cuaca dapat bersahabat dengan nelayan. Selain itu, 

kelangkaan bahan bakar minyak (Minyak) turut mempengaruhi tingkat produktivitas 

nelayan untuk melaut. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengintervensi kondisi 

tersebut melalui pelaksanaan kegiatan seperti pemberian bantuan BBM bagi nelayan.  

 

Tabel 3.20. Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET   REALISASI CAPAIAN % 

1. Produksi Perikanan 

Tangkap (ton) 

531.149 513.048,07 96,59 

 

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Perikanan 

Tangkap antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 
Real. Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

1. Produksi 

Perikanan 

Tangkap (ton) 

547.462,7 104,10 518.886 98,18 513.048,07 96,59 

 

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Perikanan 

Tangkap Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 
Realisasi  

2022 

Realisasi 2023 TARGET 2024 

1. Produksi Perikanan 

Tangkap (ton) 

547.462,7 518.886 513.048,07 566,394,53 



27 

 

 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU 

 

Secara keseluruhan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku sepanjang tahun 2023 dalam upayanya untuk meningkatkan produksi 

perikanan tangkap, sebagai berikut :  

1. Pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan 15 GT 

2. Pengadaan sarana dan prasrana penangkapan ikan 1,5 GT 

3. Pengadaaan sarana penunjang penangkapan ikan berupa rumpon, sero darat 

dan bagan, ketinting, dan jaring gill net, alat pancing 

4. Pengukuran dan pendaftaran kapal nelayan ukuran dibawah 5 GT 

5. Gerai Perijinan bagi kapal ukuran 6-30 GT 

6. Pemberian bantuan bahan bakar minyak bagi nelayan di Kota Ambon dan Kota 

Tual. 

 

Produksi Perikanan Budidaya 

Capaian Sasaran Strategis 4 dengan indikator Produksi Perikanan Budidaya 

251.727,62 ton dari target yang ditetapkan atau sebesar 71,6%. Dibandingkan dengan 

Tahun 2022, capaian indikator kinerja produksi perikanan budidaya mengalami 

penurunan sebesar 9,5%. Capaian indikator volume produksi perikanan budidaya 

disumbang oleh produksi dari budidaya laut sebesar 94,34%, Air Payau, 5,59% dan 

Air Tawar 0,1%. Dari Jenis Komoditi, Rumput Laut menyumbang produksi tertinggi 

sebesar 94,09%, Udang 5,51%, Kerapu 0,11%, Teripang 0,06%, Ikan Kuwe 0,06%, 

sisanya 0,17% merupakan jenis ikan lainnya. Kota Tual merupakan penyumbang 

produksi perikanan budidaya tertinggi pada komoditi rumput laut. Secara keseluruhan, 

kota Tual menyumbang 50% produksi perikanan budidaya Provinsi Maluku. 

Penurunan atau peningkatan produksi secara linier berpengaruh terhadap 

kesejahteraan atau pendapatan pembudidaya. Produksi perikanan budidaya Maluku 

terbesar yaitu pada komoditas rumput laut. Budidaya rumput laut yang produktif sangat 

bergantung pada kondisi cuaca dan musim. Suhu panas ekstrem serta curah hujan 

yang tinggi mempengaruhi pertumbuhan rumput laut, sehingga berdampak pada 

jumlah produksi rumput laut yang menurun. 

 

Tabel 3.23. Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET   REALISASI CAPAIAN % 
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1. Produksi Perikanan 

Budidaya (ton) 

351.439 239.193,28 68,06 

 

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Perikanan 

Budidaya antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 
Real. Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

1. Produksi 

Perikanan 

Budidaya (ton) 

303.760,3 112,97 278.173,06 89,64 239.193,28 68,06 

 

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Produksi Perikanan 

Budidaya Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 
Realisasi  

2022 

Realisasi 2023 TARGET 2024 

1. Produksi Perikanan 

Budidaya (ton) 

303.760,3 278.173,06 239.193,28 217.363,20 

 

Kondisi perikanan budidaya selama tiga tahun terakhir yang terus mengalami 

penurunan tentunya menjadi perhatian yang serius bagi Dinas Kelatuan dan Perikanan 

Provinsi Maluku. Sepanjang tahun 2023, berbagi upaya terus dilakukan melalui 

pelaksanaan program kegiatan bagi pembudidaya ikan dan rumput laut, sebagai 

berikut. 

1. Pengaadaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan dan rumbut laut; Jaring 

KJA HDPE, Sarpras Rumput Laut (Tali, Benih, Pelampung), Longoat,  

2. Sarana Perncontohan budidaya lobster. 

3. Pengadaan Benih Ikan bagi Pembudidaya. 

 

SASARAN STRATEGIS 5 : “MENINGKATNYA ANGKA KONSUMSI IKAN (SS5)” 

 

Angka Konsumsi Ikan merupakan hasil survei konsumsi rumah tangga atau hasil 

SUSENAS dari BPS belum dilaksanakan. Di tahun 2023, AKI (sementara) yang 

dicapai adalah 79,49 kg/kap/thn atau mencapai 107,42% dari target yang ditetapkan 

yaitu  74 kg/kap/thn. Tingginya kesadaran dan kecenderungan masyarakat Maluku 

akan pentingnya  mengkonsumsi ikan setiap hari serta upaya penurunan angka 

stunting di Maluku turut mempengaruhi peningkatan konsumsi ikan di Maluku. 

Meningkatnya tingkat konsumsi ikan di Provinsi Maluku ini tidak lepas dari Gerakan 
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Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) oleh Dinas Kelatuan dan Perikanan 

Provinsi Maluku guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk makan ikan dalam 

rangka peningkatan status gizi masyarakat. Ikan sangat baik bagi tubuh manusia 

karena mengandung zat-zat yang dibutuhkan seperti protein, mineral, asam amino dan 

terutama omega-3. 
 

Tabel 3.26. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET   REALISASI CAPAIAN % 

1. Angka Konsumsi Ikan *) 74 79,49 107,42 

 

 
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Kinerja 

Indikator Angka Konsumsi Ikan antara Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

2021 2022 2023 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

REALISASI  CAPAIAN 

% 

1. Angka Konsumsi 

Ikan  

78,02 113,58 79,04 109,55 79,49 107,42 

 

 
Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Target Capaian Kinerja 

Indikator Angka Konsumsi Ikan Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA Realisasi 2021 
Realisasi  

2022 

Realisasi 

2023 

TARGET 2024 

1. Angka Konsumsi Ikan 78,02 79,04 79,49 76,54 

 

Jika melihat perbandingan peningkatan konsumsi ikan Provinsi Maluku dari Tahun 

2021 hingga tahun 2023, dapat dilihat pada tahun 2023 terjadi peningkatan 0,57% dari 

tahun 2022. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan 

target kinerja akhir RPJMD Tahun 2024, realiasinya sudah melebihi target yang 

ditetapkan, dimana realiasi pada tahun 2024 sebesar 76,54 kg/kapita/tahun 

sedangkan realiasi tahun 2023 sebesar 79,49 kg/kapaita/tahun.  

Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam 

mendukung pencapaian Angka Konsumsi Ikan dengan intervensi program optimalisasi 

pengelolaan dan pemasaran produk perikanan  dengan kegiatan berupa :  

1. Safari Gemarikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

2. Pelatihan Produk Olahan Hasil Perikanan 

3. Penyediaan Produk Perikanan bagi Masyarakat (pasar ikan murah menjelang hari 

raya) 

4. Pemantauan Pasokan Stock, Inflasi dan Harga Ikan 
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3.2.  Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar 

Rp.103.031.095.255. Pagu anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga jenis belanja yaitu 

belanja pegawai Rp.20.326.387.690, belanja barang dan jasa Rp.42.299.203.788 dan 

belanja modal Rp.40.405.503.777. Proporsi per jenis belanja dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 dan Rincian APBD DKP tahun 2023 per jenis belanja disajikan pada  

tabel 3.29 

 

 

Gambar. Proporsi Pagu Anggaran DKP Tahun 2023 Per Jenis Belanja 

 

Tabel 3.29. Rincian APBD DKP Tahun 2023 Per Unit Eselon 

No Unit Kerja Total Pagu 

1. Dinas & GP III 96.076.393.676 

2. BBIP Masika Jaya 350.000.000 

3. BBL Tual 920.746.988 

4. BBL Dobo 573.000.000 

5. PPP Banda 449.999.972 

6. PPP Dobo 499.999.560 

7. Cabang Dinas KP GP I 300.000.000 

8. Cabang Dinas KP GP II 299.999.520 

10. Cabang Dinas KP GP IV 300.000.000 

11. Cabang Dinas KP GP V 329.999.599 

12. Cabang Dinas KP GP VI 299.999.620 

19,73

41,05

39,22

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
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13. Cabang Dinas KP GP VII 602.807.745 

14. Cabang Dinas KP GP VIII 650.000.000 

15. Cabang Dinas KP GP IX 500.000.000 

16. Cabang Dinas KP GP X 300.000.000 

17. Cabang Dinas KP GP XI 267.000.000 

18. Cabang Dinas KP GP XII 299.997.320 

 TOTAL 103.301.095.255 

 

 

Tabel 3.30. Rincian APBD DKP Tahun 2023 Per Sumber Dana 

No Sumber Dana Total Pagu 

1. Dana Alokasi Umum 60.510.234.255 

2. Dana Alokasi Khusus 42.520.861.000 

 TOTAL 103.301.095.255 

 

Berdasarkan pmantauan pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan pada 

aplikasi FMIS per 31 Desember 2023, realisasi penyerapan anggaran DKP sebesar 

Rp. 101.148.778.710 atau 98,17 % dari pagu anggaran Rp.103.031.095.255. Pagu 

dan realiassi DKP Tahun 2023 per Unit Kerja dan Pagu Realisasi DKP Tahun 2023 

per jenis belanja disajikan pada tabel 3.31 dan tabel 3.32 

 

Tabel 3.31. Pagu dan Realisasi DKP Tahun 2023 Per Unit Kerja 

No Unit Kerja Total Pagu Realisasi % Realisasi 

1. Dinas & GP III 96.076.393.676 94.371.264.801 98,17 

2. BBIP Masika Jaya 350.000.000 347.744.557 99.36 

3. BBL Tual 920.746.988 912.647.526 99.12 

4. BBL Dobo 573.000.000 572.651.220 99.94 

5. PPP Banda 449.999.972 433.160.820 96.26 

6. PPP Dobo 499.999.560 499.971.598 99.99 

7. Cabang Dinas KP GP I 300.000.000 294.599.655 98.20 

8. Cabang Dinas KP GP II 299.999.520 294.730.315 98.24 

10. Cabang Dinas KP GP IV 300.000.000 294.758.986 99,00 

11. Cabang Dinas KP GP V 329.999.599 323.047.324 97.89 

12. Cabang Dinas KP GP VI 299.999.620 292.958.160 97.65 

13. Cabang Dinas KP GP VII 602.807.745 602.807.745 98.18 

14. Cabang Dinas KP GP VIII 650.000.000 648.719.559 99.80 

15. Cabang Dinas KP GP IX 500.000.000 456.511.501 91.30 

16. Cabang Dinas KP GP X 300.000.000 296.883.184 98.96 

17. Cabang Dinas KP GP XI 267.000.000 262.381.399 98.27 

18. Cabang Dinas KP GP XII 299.997.320 297.940.360 99.31 
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 TOTAL 103.031.095.255 101.148.778.710 98.17 

 

Tabel 3.32. Pagu dan Realisasi DKP Tahun 2023 per Jenis Belanja 

  Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 

No 
Unit 

Kerja 
Pagu Realiasi % Pagu Realiasi % Pagu Realiasi Persen 

1  20.326.387.690 20.248.678.486 99,62 42.299.203.788 41.078.947.616 97,12 40.405.503.777 39.821.152.608,11 98,55 

TOTAL PAGU DKP 103.301.095.255 

TOTAL REALISASI DKP 101.147.778.710 

PERSENTASE TOTAL REALISASI DKP 98,42 

           

Tabel. 3.33 Pagu dan Reasliasi DKP Tahun 2023 per Jenis Program/Kegiatan 

No Uraian Kegiatan Total Pagu Realisasi % Realisasi 

 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

103.031.095.255 101.148.778.710 98.17 

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

38.271.991.367 37.617.198.737 98.29 

 Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

3.443.689.020 3.406.063.326 98.91 

 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

19.542.557.690 19.465.328.486 99.60 

 Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

109.033.600 105.701.180 96.94 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

283.875.000 276.520.422 97.41 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.020.331.989 2.884.270.839 95.50 

 Pengadaan Barang Milik Daerah 390.431.900 380.045.500 97.34 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

5.344.523.500 5.060.541.074 94.69 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

6.137.548.668 6.038.727.910 98.39 

 PROGRAM PENGELOLAAN 

KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL  

9.248.706.980 9.015.096.502 97.47 

 Pengelolaan Ruang Laut Sampai 

Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas 

Bumi 

8.701.858.580 8.485.470.956 97.51 

 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang 

Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan 

Gas Bumi 

50.720.000 49.940.000 98.46 

 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

496.128.400 479.685.546 96.69 

 PROGRAM PENGELOLAAN 

PERIKANAN TANGKAP 

37.929.411.024 37.496.454.139 98.86 

 Pengelolaan Penangkapan Ikan di 

Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 

13.062.351.024 12.993.518.031 99.47 

 Penerbitan Izin Usaha Perikanan 

Tangkap Untuk Kapal Perikanan 

Berukuran di Atas 10 GT Sampai 

Dengan 30 GT 

95.480.000 79.252.000 83.00 

 Penerbitan Tanda Daftar Kapal 

Perikanan Berukuran Sampai Dengan 

10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa dan Genangan Air Lainnya yang 

Dapat Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam Satu (1) Daerah 

Provinsi 

5.480.000 5.080.000 92.70 
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 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 

GT Sampai Dengan 30 GT 

900.000 900.000 100.00 

 Penetapan Lokasi Pembangunan Serta 

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 

24.765.200.000 24.417.704.108 98.06 

 PROGRAM PENGELOLAAN 

PERIKANAN BUDIDAYA 

7.838.714.704 7.684.977.000 98.04 

 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di 

Bidang Pembudidayaan Ikan yang 

Usahanya Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Derah 

Provinsi 

137.890.000 132.981.950 96.44 

 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di 

Laut 

7.676.514.704 7.528.580.050 98.07 

 Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi 

Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 

(satu) Daerah Provinsi 

24.310.000 23.415.000 96.32 

 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER 

DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

6.671.317.280 6.541.162.060 98.05 

 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil 

6.660.017.280 6.529.862.060 98.05 

 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di 

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa 

dan Genangan Air Lainnya yang Dapat 

Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

11.300.000 11.300.000 100 

 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN HASIL PERIKANAN 

3.070.953.900 2.793.890.272 90.98 

 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 

Daerah Provinsi 

21.640.000 21.040.000 97.23 

 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Skala Menengah dan Besar 

2.399.313.900 2.217.932.014 92.44 

 Penyediaan dan Penyaluran Bahan 

Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 

Daerah Provinsi 

650.000.000 554.918.258 85.37 

 TOTAL 103.031.095.255 101.148.778.710 98.17 

 

Realisasi anggaran Dinas Kelatuan dan Perikanan telah optimal dengan hanya 

menyisahkan 1,83% dari total anggaran. Secara persentase, realisasi anggaran DKP 

Tahun 2023 lebih tinggi dari pada realiasi tahun 2019-2022. Berikut perbandingan 

realiasi DKP selama 5 tahun terakhir.  

 

Tabel 3.34. Pagu dan Realisasi Anggaran DKP 2019-2023 

Tahun Pagu Realiasi % Realisasi 
2019        85.971.131.018                78.633.861.441                          91,47  
2020        49.891.243.699                47.632.921.084                          95,47  
2021        81.559.739.343                70.024.457.547                          85,86  
2022      123.442.480.777             120.787.918.620                          97,85  
2023      103.031.095.255             101.148.778.710                          98,17  
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Gambar. Tren Persentase Realisasi DKP 2019-2023 

 

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

 

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai 

target.  Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya 

meliputi : 

1. Data capaian nilai kinerja Sasaran Strategis 

2. Data alokasi anggran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian 

sasaran program. 

 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran 

seharunya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya`. 

Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk 

menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya 

merupakan jumlah anggaran yang terealiasi untuk menghasilkan capaian target yang 

telah ditetapkan.  

Berdasarkan perhitungan diatas nilai efisiensi anggaran DKP Tahun 2023 adalah 

sebesar 12,39 % 
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Tabel 3.35 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja 

dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 

Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
% Realisasi 

Anggaran 

Nilai Kinerja Efisiensi 

SS 1. Meningkatnya 

Kesejahteraan Pelaku 

Utama Kelautan dan 

Perikanan 

17.917.835.728 17.764.468.931 99,14 111,52 12,38 

SS 2. Tercapaianya 

Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Lingkungan 

dan Sumberdaya 

Berkelanjutan 

1.268.706.980 1.063.224.772 83.80 106,24 22,44 

 

SS 3. Tercapainya 

Kepatuhan Pelaku Usaha 

Kelatuan dan Perikanan 

Terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan 

2.271.317.280 2.146.787.714 

 

94.52 126,01 31,49 

SS 4. Meningkatnya 

Produksi dan Nilai Tambah 

Produk Kelatuan dan 

Perikanan 

18.011.035.728 17.857.668.931 99,15 101,05 1,9 

SS 5. Meningkatnya 

Konsumsi Ikan 

2.399.313.900 2.223.557.668 92.67 107,42 14,75 

 41.868.209.616 41.055.708.016 98,06   

 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi KKP sebesar 

110,45. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut telah menghasilkan efisiensi 

sebesar 12,39 persen yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian inerja dengan 

persentase realisasi anggaran yang telah digunakan dalam mendukung pencapaian 

kinerja organisasi.  

 

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya langkah-langkah strategis yang 

dilakukan antara lain : 

1. Sinergi dan kolaborasi kegiatan dengan LSM/Lembaga terkait dalam rangka 

mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. Melalui sinergi 

tersebut, pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tidak 

hanya bersumber pada APBD DKP semata namun juga bersinergi dan 

berkolaborasi dengan lembaga non pemerintah, sehingga tercipta efektifitas 

dan efiisiensi penggunaan sumber daya.  
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Tabel 3.36. Daftar Mitra Kerja Sama DKP dalam Rangka Mendukung Pembangunan Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2023 

No Mitra Kerja Sama Perihal Kesepakatan Bersama 

1. Yayasan WWF Indonesiia Survey Ekologi, Survey Ekonomi, Pemetaan Partisipatif, 
Konultasi Publik I ditingkat Kecematan dan Konsultasi Publik 
II ditingkat Kabupaten 

2. GEF-6 Coastal Fisheries 
Initative – Indonesia Child 
Project (CFC ICP) 2020-
2025 

Pengelolaan Perikanan berbasis Ekosistem di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
(WPPNRI) 715, 717 dan 718 guna pengoptimalan potensi 
sumber daya perikanan dan kelautan serta sekaligus 
melakukan pe   
rlindungan dan perbaikan habitat dan ekosistem. 

3. Coral Triangel Center 
(CTC)  

Konservasi Karang dan Laut 

4. Rare Indonesia Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) 
5. USAID BER-IKAN 

(Bersama Kelola 
Perikanan) 

Peningkatan Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan dan 
Berkeadilan  

6. Yayasan Masyarakat dan 
Perikanan Indonesia 
(MDPI) 

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia untuk 
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan ekosistem dan 
perikanan serta memanfaatakan peluang pasar, dalam 
rangka meningaktkan keberlanjutan mata pencaharian 
mereka. 

7. Asosiasi Perikanan Pole 
and & Line dan Handline 
Indonesia 

Pengembangan Perikanan Tuna untuk sosial dan bisnis dan 
mencapatkan perikanan yang berkelanjutan 

8. Marine Stewardship 
Council (MSC) 

Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Produk Hasil Perikanan 
yang Berkelanjutan  

 

 

2. Optimalisasi Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan 

Kegiatan melalui Zoom Meeting 

Selain sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan di lingkup DKP, pertemuan dan evaluasi dilaksanakan 

mellaui zoom meeting. 
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BAB IV. PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

Tahun 2023 manyikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai 

sasaran strategis tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang 

tercermin pada capaian IKU. Laparan ini disusun sebagai salah satu 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DKP tahun 2023. Pada tahun 

2023, DKP mempunyai 5 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja yang telah 

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta 

pelaksanaan anggaran, DKP akan terus melakukan langkah perbaikan di tahun 2023 

denga melakukan perbaikan diantaranya : 

a. Proses penyusunan anggaran memperhatikan urutan prioritas kebutuhan 

anggaran operasioal yang sifatnya mendasar, program dan kegiatan yang 

mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan nasional. 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan untuk arah kebijakan 

pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024-2026. 

 

Selain itu diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang 

didukung dengan penjamin kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dan ekspor, 

pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan 

dan pengusahaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta 

penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan, 

penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha 

KP.  

Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan DKP, 

K/L terkait, UPT KKP,  Dinas Perikanan Kab/Kkota serta serta lembaga terkait lainnya 

akan dilakukan dengan lebih intensif mengingat target indikator hanya dapat dicapai 

dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh DKP serta dukungan dari stakeholder 

terkait. 

 


